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5.1. Kesimpulan

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No 5
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib,
dan kondusif melalui pengaturan perilaku masyarakat serta
pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau
memicu penyakit sosial. Pelaksanaan peraturan ini dilakukan melalui
sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat. Maka
dari itu peran aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan
partisipasi masyarakat dalam mencegah tindakan melanggar seperti
membagun rumah, toko dan lain sebagainya di jalan umum sebagai
pemukiman. serta mendukung upaya pembinaan dan pemberdayaan
guna meningkatkan kualitas hidup bersama.

Penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum sebagai
pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan
Daerah No. 5 Tahun 2019 dilakukan razia, teguran, dan pemberian
sanksi. langkah ini melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah,
aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban
umum, mencegah penyalahgunaan fasilitas publik, serta menciptakan
lingkungan yang tertata dan aman.

Faktor pendukung penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum
sebagai pemukiman di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 meliputi sosialisasi, regulasi, dan
peran aparat penegak hukum. kerjasama antara pemerintah, aparat
penegak hukum. Namun, faktor penghambatnya mencakup kurangnya
kesadaran hukum masyarakat rendah, faktor budaya,da keterbatasan

sumber daya aparat (Personil.
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5.2.Saran

5.2.1. Bagi Penegak Hukum:

5.2.2.

5.2.3.

Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi penegak hukum yaitu
Satpol Pp untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum
secara konsisten serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
menjaga ketertiban. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan harus
diperkuat agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih baik
dibandingkan menggunakan jalan umum sebagai pemukiman. Selain itu,
menyusun kebijakan yang lebih tegas, tingkatkan pengawasan dan
penertiban secara rutin dengan pendekatan tegas, sambil memberikan
edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pelanggaran penggunaan
jalan umum sebagai pemukiman, serta koordinasikan langkah-langkah
penegakan hukum dengan perangkat desa.

Bagi Pemerintahan

Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban
secara berkala serta memperketat sanksi bagi pelanggar agar jalan
umum tetap berfungsi sesuai peruntukannya. dorong partisipasi
masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan dilaporankan pelanggaran
yang melanggar dengan berkoordinasi bersama Satpol Pp untuk
menyelesaikan masalah secara efektif. Selain itu, diperlukan sosialisasi
dan solusi alternatif, seperti penyediaan hunian layak, guna mencegah
penggunaan jalan sebagai pemukiman.

Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat,
memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menambah sumber daya
aparat untuk memastikan penegakan hukum lebih efektif. Pengawasan
berkelanjutan dan pendekatan budaya yang persuasifjuga penting untuk
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan. Bagi Masyarakat Patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
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